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PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI 

	MODUL


	SISTIM PERENCANAAN ANGGARAN (SISRENGAR) POLRI

	
	[image: image1.wmf]
	18 JP (810 menit)
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	Pengantar

	
	Dalam  modul  ini  dibahas  materi  tentang  dasar hukum, tujuan dan sistem perencanaan anggaran Polri dan struktur program, struktur kegiatan, komponen, sub komponen, jenis belanja dan sumber anggaran.
Tujuan diberikan materi ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta Pendidikan tentang dasar hukum dan system perencanaan anggaran Polri.
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	Standar Kompetensi 

	
	Memahami system perencanaan anggaran satker.
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	Kompetensi Dasar

	
	1. Memahami pengertian, dasar hukum, tujuan dan system perencanaan anggaran Polri.

        Indikator hasil belajar :
a.   Menjelaskan pengertian terkait sisrengar;
b.   Menjelaskan dasar hukum;

c.   Menjelaskan tujuan perencanaan
d.   Menjelaskan system perencanaan pembangunan nasional (SPPN).
2. Memahami jenis-jenis belanja.
Indikator hasil Pendidikan:

a.    Menjelaskan belanja pegawai;
b.    Menjelaskan belanja barang;
c.    Menjelaskan belanja modal.
3. Memahami pendekatan anggaran Polri.

Indikator hasil Pendidikan:

a. Menjelaskan belanja pegawai;
b. Menjelaskan belanja barang;
c.     Menjelaskan belanja modal.

4. Memahami perencanaan anggaran Polri.
Indikator hasil belajar:
a. Menjelaskan dokumen perencanaan anggaran Polri;

b. Menjelaskan alur perencanaan anggaran Polri;

c.     Menjelaskan pentahapan perencanaan anggaran Polri.
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	Materi Pokok

	
	1. Pokok bahasan:
Pengertian, dasar hukum, tujuan dan system perencanaan anggaran Polri.
       Sub pokok bahasan :
a.   Pengertian terkait sisrengar;
b.   Dasar hukum;

c.   Tujuan perencanaan;
d.   Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN).
2. Pokok bahasan:
Jenis-jenis belanja.
       Sub pokok bahasan :
a.   Belanja pegawai;
b.   Belanja barang;
c.   Belanja Modal.

3. Pokok bahasan

Pendekatan anggaran Polri.

Sub pokok bahasan:

a. Struktur anggaran;

b. Keterkaitan kinerja dan alokasi anggaran;

c. Program dan kegiatan Polri.

4. Pokok bahasan :

Perencanaan anggaran Polri.

Sub pokok bahasan:

a. Menjelaskan dokumen perencanaan anggaran Polri;

b. Menjelaskan alur perencanaan anggaran Polri;

c. Menjelaskan pentahapan perencanaan anggaran Polri.
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	Metode Pendidikan

	
	1. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang  sistem perencanaan anggaran dilingkungan Polri;
2. Metode tanya jawab digunakan untuk menanyakan materi yang belum dimengerti dan dipahami oleh peserta Pendidikan.
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	Bahan dan Alat

	
	1.   
Bahan

a.   UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri;  
b.   UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c.   UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d.   UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN;
e.   PP No 20 Tahun 2004 tentang Sun Renja;
f.   PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;
g.   Kep Kapolri Nomor: Kep/1276/VII/2019 tentang norma indek dilingkungan Polri.
2.    Alat 

a.   White board;

b.   Flipchart;

c.   Spidol;

d.   Laptop;

e.   Kertas;

f.   LCD;

g.   Laser point.


	
	


	[image: image8.wmf]
	Proses Pendidikan

	
	1. Tahap awal : 15 menit.

a. Pendidik melakukan perkenalan diri kepada para peserta Pendidikan;
b. Para peserta Pendidikan memperkenalkan diri secara singkat kepada pendidik dan peserta lainnya;
c. Pendidik melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara Pendidik dan peserta Pendidikan; 

d. Pendidik menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indakator hasil Pendidikan. 

2. Tahap inti : 775  menit.
a. Pendidik menyampaikan materi tentang  dasar hukum dan mekanisme penyusunan RKA-KL Satker dilingkungan Polri (745 menit);
b. Pendidik memberikan kesempatan kepada Serdik untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti (30 menit); 
3. Tahap Akhir: 20 menit.

a. Penguatan materi.
Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum;
b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi Pendidikan dengan bertanya  secara lisan dan acak kepada peserta Pendidikan;
c. Learning point.
Pendidik merumuskan learning point/koreksi dan menyimpulkan  materi Pendidikan yang disampaikan kepada peserta Pendidikan.
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	Tagihan/Tugas

	
	Peserta Pendidikan membuat resume dalam bentuk tulisan tangan dan hasilnya dikumpulkan kepada Pendidik 1 hari setelah penyampaian materi.
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	Lembar Kegiatan

	
	-
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	Bahan Bacaan

	
	BAGIAN I
KETENTUAN PENYUSUNAN RKA SATKER 
A. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penyusunan  RKA Satker.rdi
1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
2.       Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja di lingkungan Polri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3.      Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L di lingkungan Polri adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Polri yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Polri dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
4.      Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
5.      Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja satuan yang akan dicapai antara Pimpinan Polri/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggungjawab kinerja, target kinerja;
6.      Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, tujuan dan indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran yang selaras guna menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada seluruh pemeran penting (stakeholders);
7.      Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Polri yang melaksanakan satu atau beberapa program/ kegiatan yang mendapat alokasi anggaran dari RKA-K/L dan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
8.       Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
9. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran bersifat ancar-ancar yang diberikan kepada Polri sebagai acuan dalam penyusunan Renja Polri;
10. Pagu Anggaran adalah pagu anggaran batas tertinggi anggaran yang dilokasikan kepada Polri atau Satker dalam rangka penyusunan RKA-K/L;
11. Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Polri atau Satker berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR;
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya;
13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program;
15. Komponen merupakan salah satu bagian dari proses pencapaian output dan harus relevan dengan output yang harus dicapai;
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
18. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan;
19. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran berjalan dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berjalan;
20. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai;
21. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah alat ukur utama (indikator unggulan) yang mencerminkan kinerja Program;
22. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja Kegiatan;
23. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya SPAN adalah sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, pelaksanaan secara penuh serta menggunakan data base yang terpusat;
24. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi, dan subfungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat;
25. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri;
26. Anggaran bersifat khusus adalah anggaran Polri yang secara teknis sulit dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran sehingga pencairannya dilaksanakan oleh Kapolri cq Kapuskeu Polri menerbitkan SPM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
B. Dasar Hukum

1.     UU No. 2 Th. 2002 tentang Polri;
2.    UU No. 17 Th. 2003 tentang. keuangan Negara;
3.    UU No. 1 Th. 2004 tentang. Perbendaharaan Negara;
4.    UU No. 25 Th.2004 tentang SPPN;
5.    PP No. 20 Th. 2004 tentang Penyusunan Renja;
6.    PP No. 50 Th.2010 tentang Jenis dan Tarip atas jenis PNBP  yang  berlaku pada Polri;
7.    PP No. 90 Th. 2010 tentang Penyusunan RKA-KL;
8.    Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9.    Peraturan Kapolri No. 21,22 dan 23 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres; 
10.    Kep Menkeu No. 342/KMK.02/2010 ttg Persetujuan penggunaan sebagian Dana PNBP yang berasal dari PNBP pada Polri; 

11.    SBM, Norma Indeks Polri dan HSBGN ;
12.    Peraturan Menkeu No. 257/PMK.02/2014  tentang Tata Cara Revisi anggaran TA. 2015;

13.    Peraturan Menkeu No. 143/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.
C.  Prinsip-prinsip dalam penganggaran.

1.  Transparan,  proses penyusunan  sistem  dan   manajemen perencanaan umum  dan anggaran secara jelas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

2.  Akuntabel, dalam  pelaksanaan  sistem  dan   manajemen  perencanaan umum dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;

a. efektivitas dan efisiensi Kerja, adalah dalam pelaksanaan sistem dan manajemen perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polri dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan  yang ditetapkan; dan
b. profesional, dalam melaksanakan sistem dan manajemen perencanaan umum dan anggaran dilingkungan Polri sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
BAGIAN II
MEKANISME PENYUSUNAN RKA SATKER

A. Pendekatan Penganggaran.

1.    Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam perencanaan program dan anggaran terdiri dari:

a. penganggaran terpadu;

b. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); dan

c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
2.    Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di Satker untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
3.    Penerapan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk satker baik yang bersifat investasi maupun biaya operasional;
4.    Penerapan PBK mengacu pada hubungan antara struktur organisasi dengan kinerja yang akan dicapai;

5.    Bagian dan fungsi struktur anggaran dalam PBK meliputi program, IKU, hasil (outcome), kegiatan, IKK dan keluaran (output);

6.    Penerapan PBK dilaksanakan dengan cara:

a. sesuai Renstra Polri, Unit Eselon IA merumuskan program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan hasil;

b. program dijabarkan dalam kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan output pada unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II di lingkungan unit Eselon IA sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

c. hasil rumusan program, IKU, hasil, kegiatan, IKK dan output dituangkan dalam dokumen Renja Polri, RKA-K/L dan DIPA.

7.    Penyusunan KPJM harus memperhatikan dokumen perencanaan yang ada, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra Polri/Polda/Satker dan Renja Polri/Polda/Satker;
8.    KPJM disusun melalui proses reviu terhadap kebijakan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja sebagai program/kegiatan yang berlanjut (on-going output) atau berhenti (terminating output) sesuai prioritas Polri/Polda/Satker;
   Untuk memperoleh tambahan anggaran diluar angka dasar yang telah ditetapkan dalam KPJM, Polri dapat membuat usulan Inisiatif Baru. 

                          Siklus Penyusunan Anggaran
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Keterangan :

Proses Penyusunan Anggaran.  

Berdasarkan pembagian tugas dan peran perencanaan penganggaran Polri proses penyusunan rancangan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif Polri sebagai berikut:

1.    Pada tingkat unit organisasi Polri fungsi perencanaan diemban oleh Srena Polri  yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Polri menerima pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
b. Srena Polri melaksanakan pembahasan trilateral dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan pagu indikatif;
c. Asrena Kapolri menetapkan pagu indikatif untuk Satker tingkat Mabes Polri dan Polda;

d. Asrena Kapolri menyampaikan pagu indikatif kepada Satker tingkat Mabes Polri dan Polda;
e. menghimpun/kompilasi rancangan RKA-K/L Satker dalam lingkup organisasi serta menyusun Laporan Rekapitulasi Anggaran.
2.    pada tingkat Polda fungsi perencanaan diemban oleh Rorena Polda melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menerima penetapan pagu indikatif Polda dari Srena Polri;
b. berdasarkan pagu indikatif yang telah diterima, Karorena Polda menyusun pagu indikatif untuk Satker di lingkungan Polda;
c. Pagu indikatif Satker dimaksud disampaikan kepada Satker dilingkungan Polda untuk menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKA-K/L Satker dan lampiran Renja Satker;
d. menghimpun/kompilasi Rancangan RKA-K/L Satker dalam lingkup Polda dan menyusun Laporan Rekapitulasi Anggaran Polda;
e. menyampaikan Rancangan RKA-K/L Satker di lingkungan Polda dan data pendukung terkait kepada Srena Polri; 

3.   pada tingkat Satker penyusunan rancangan RKA-K/L dilaksanakan sebagai berikut: 
a. menerima penetapan pagu indikatif dari Srena Polri/Rorena Polda.

b. Satker menyusun Rancangan RKA-K/L, hard copy rancangan RKA-K/L ditandatangani oleh Kasatker.

c. rancangan RKA-K/L Satker dan Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan kepada:

1) Srena Polri untuk Satker di tingkat Mabes Polri; dan

2) Biro Rena Polda untuk Satker di tingkat Polda.

Pasal 43

Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1.   pada tingkat unit organisasi Polri fungsi perencanaan diemban oleh Srena Polri  yang melaksanakan tugas dan fungsi: 

a. Polri menerima pagu anggaran yang ditetapkan oleh  Menteri Keuangan;
b. Asrena Kapolri menetapkan pagu anggaran untuk Satker tingkat Mabes Polri dan Polda;
c. Srena Polri menyelenggarakan kegiatan rapat kerja teknis penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran;
d. menghimpun/kompilasi RKA-K/L Satker dalam lingkup organisasi Polri,  menyusun Laporan Rekapitulasi Anggaran Polri dan memvalidasi kesesuaian  total pagu anggaran, sumber dana dan jenis belanja;
e. menyusun Format Rincian Biaya Pencapaian Hasil Unit Organisasi RKA-K/L Polri dan diajukan kepada Komisi III DPR RI untuk mendapatkan persetujuan; 
f.    RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh pejabat pembina fungsi perencanaan (Asrena Kapolri atas nama Kapolri) dan menyampaikan RKA-K/L beserta data dukung terkait kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (berupa hardcopy dan/atau softcopy);
g. melaksanaan penelaahan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai jadwal yang ditentukan. 
2.   pada tingkat Polda fungsi perencanaan diemban oleh Rorena Polda melaksanakan tugas dan fungsi:

a. menerima penetapan pagu anggaran Polda dari Srena Polri;
b. Karorena Polda menyusun pagu anggaran untuk Satker Polda;
c. menyusun/menghimpun KK RKA-K/L Satker dalam lingkup Polda masing-masing dan menyusun Laporan Rekapitulasi Anggaran Polda serta memvalidasi kesesuaian  total pagu anggaran, sumber dana dan jenis belanja;
d. meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan output kegiatan pada masing-masing KK RKA-K/L;
e. KK RKA-K/L Satker di lingkungan Polda ditandatangani oleh Karorena Polda atas nama Kapolda disampaikan kepada Srena Polri berupa Hard Copy dan Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L dengan melampirkan data pendukung serta  SPTJM.
3.  pada tingkat Satker penyusunan anggaran belanja dan pendapatan untuk tahun yang direncanakan dalam dokumen KK RKA-K/L:

a.        menerima penetapan pagu anggaran dari Srena Polri/Rorena Polda;
b.        penyusunan anggaran belanja dalam KK RKA-K/L dilakukan dengan: 

1) menuangkan Alokasi Anggaran Angka Dasar pada suatu kegiatan sampai dengan tingkat komponen dan perkiraan maju 3 (tiga) tahun yang akan datang;

2) menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru secara rinci sampai dengan item biaya, telah memperkirakan angka prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang dan jenis alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal inisiatif baru yang telah disetujui untuk tahun yang direncanakan; dan

3) angka yang dicantumkan dalam prakiraan maju pada tahun anggaran yang direncanakan akan menjadi baseline di tahun anggaran berikutnya (jika output dimaksud dikategorikan berlanjut), dan nantinya menjadi salah satu sumber data untuk menyusun pagu indikatif tahun anggaran berikutnya.
c.      penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan: 

1) menuangkan target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan satker. Penuangan anggaran pendapatan terinci dalam program, kegiatan, akun pendapatan, dan jenis penerimaan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) atau penerimaan fungsional (format Bagian C); dan
2) menuangkan angka prakiraan maju setiap kegiatan dan setiap jenis penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan fungsional). 

d.    KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA berupa hardcopy dan Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L dengan melampirkan data pendukung dan SPTJM, wajib disampaikan kepada:

1)    Srena Polri untuk Satker di tingkat Mabes Polri; dan

2)    BiroRena Polda untuk Satker di tingkat Polda.
BAGIAN III
STRUKTUR PROGRAM, STRUKTUR KEGIATAN, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, JENIS BELANJA DAN SUMBER ANGGARAN 
14. A.  Struktur Program

Implementasi program di lingkungan Polri berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang terpadu, anggaran berbasis kinerja, anggaran yang berspektif jangka menengah, sehingga menghasilkan output dan outcome guna pengukuran penerapan akuntabilitas kinerja Polri.
Program di lingkungan Polri telah ditetapkan 13 program yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 6 Program Generik dan 7 Program Teknis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini.
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15. B.   Struktur Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai output dengan indikator kinerja yang terukur.
Rumusan kegiatan dalam aplikasi RKA-K/L  harus sesuai dengan rumusan kegiatan yang ada dalam dokumen renja K/L, mencerminkan jumlah unit eselon II yang ada.
01 - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
3068 - Pelayanan Administrasi Keuangan Polri

3070 - Penerangan Masyarakat

3071 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi

3072 - Pelayanan Kesehatan Polri

3073 - Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri

5051 - Penyusunan Kebijakan Polri

5052 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri

5053 - Reformasi Birokrasi Polri

5054 - Manajemen Anggaran

5055 - Teknologi Komunikasi

5056 - Pengelola Informasi dan Dokumentasi

5057 - Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri

5058 - Perencanaan dan Penganggaran Kewilayahan

02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

3084 - Pengembangan Peralatan Polri

5059 - Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras

5060 - Pengkajian dan Strategi Sarpras

5061 - Pengembangan Perbekalan Umum

5062 - Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri

5063 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan

03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI

3087 -   Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan

3088 - Pertanggungjawaban Profesi

3089 - Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri

3090 - Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri

3091 - Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

5064 - Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan

5065 - Penyelenggaraan Propam Kewilayahan

04 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POLRI

5066 - Dukungan Manajemen Teknis Litbang

5067 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri

05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR POLRI

3096 - Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri

3097 - Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri

3098 - Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolsian

3099 - Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri

3100 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri

5068 - Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri

5069 - Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri

5070 - Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri

5071 - Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri

5072 - Pendidikan AKPOL
06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

3103 - Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri

3104 - Pengkajian dan Strategi SDM Polri

3105 - Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri

3107 - Pengendalian Pegawai Polri

3108 - Pembinaan Karier Personel Polri

3110 - Pelayanan Psikologi Anggota Polri

07 - PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

3111 - Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban

3112 - Analisis Keamanan

3114 - Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik

3115 - Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi

3116 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya

3117 - Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara

3119 - Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

08 - PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

3120 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L

3122 - Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri

5073 - Dukungan Manajemen dan Teknis Kerja sama dan Ketertiban

5074 - Misi Internasional

09 - PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

5075 - Dukungan Manajemen dan Teknis Potensi Keamanan

5076 - Pembinaan Potensi Keamanan

10 - PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

3127 - Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

3128 - Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3130 - Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara

3131 - Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital

3133 - Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
3134 - Penyelenggaraan Kepolisian Perairan

3135 - Penyelenggaraan Kepolisian Udara

5077 - Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan

5078 - Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian

5079 - Pembinaan Operasi Kepolisian

5080 - Pengendalian Operasi Kepolisian

5081 - Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban

11 - PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

3136 - Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

3137 - Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

3140 - Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

3141 - Penyelenggaraan Laboratrium Forensik

3142 - Penindakan Tindak Pidana Umum

3143 - Penindakan Tindak Pidana Terorisme

3144 - Penindakan Tindak Pidana Narkoba

3145 - Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus

3146 - Penindakan Tindak Pidana Korupsi

5082 - Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

5083 - Penindakan Tindak Pidana Tertentu

5084 - Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional

5085 - Koordinasi dan Pengawasan PPNS

5086 - Pengawasan Penyidikan

12 - PROGRAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERKADAR TINGGI

3147 - Penanggulangan Keamanan dalam Negeri Kewilayahan

3148 - Dukungan Teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan dalam Negeri

5087 - Penanggulangan Keamanan dalam Negeri

13 - PROGRAM PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN

3154 - Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum

3155 - Penyusunan dan Penyuluhan Hukum

5088 - Dukungan Manajemen dan Teknis Hukum Kepolisian

A. C. Komponen dan Sub Komponen
B.      1. Komponen

C. Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian output; 

D. Komponen terdiri atas komponen utama dan komponen pendukung. 
                       KOMPONEN PADA RKA-KL POLRI T.A 2016

NO

KODE 

                                KOMPONEN

KETERANGAN

                                   URAIAN

PROGRAM

1

001

Pembayaran gaji dan tunjangan

01 s.d 13

Bel. Pegawai

2

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
01 s.d 13

Bel. Barang Opsnal

3

003

Dukungan Operasional pertahanan dan keamanan

01 s.d 13

Bel. Barang Opsnal

4

012

Penyelenggaraan operasional lainnya

 

07 & 11

Bel. Barang Non Opsnal

5

013

Pembangunan Fasilitas Polri

 

02

Bel. Modal 

6

014

Pengadaan Materiil Polri

 

02

Bel. Modal 

7

015

Pengadaan Satwa

 

02

Bel. Modal 

8

016

Pengamanan Pemilu

 

10

Bel. Barang Non Opsnal

2. Sub Komponen
Sub komponen merupakan kelompok detail belaanja yang disusun dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan komponen, sub komponen digunakan untuk menetapkan nama paket pekerjaan.

NO

KODE SUB KOMPONEN

                                           URAIAN

1

A

PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI

2

B

HONOR PNBP

3

C

PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA DAN STATISTIK

4

D

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM

5

E

PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

6

F

PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA

7

G

PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAKIP

8

H

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

9

I

PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA

10

J

PENYUSUNAN KURIKULUM/SYLABUS PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN
11

K

PEMBUATAN BUKU JUKNIS/JUKLAK

12

L

PENERBITAN MAJALAH/JURNAL

13

M

PENGADAAN BUKU LAINNYA

14

N

PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS

15

O

POLIKLINIK/OBAT-OBATAN (TERMASUK HONORARIUM DOKTER DAN PERAWAT)

16

P

UANG MAKAN PASIEN

17

Q

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

18

R

PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 

19

S

MENYELENGGARAKAN HUMAS

20

T

PEMBINAAN DAN EVALUASI HASIL-HASIL PEMERIKSAAN (LHP) DAN TINDAK LANJUT

21

U

PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL

22

V

PERAWATAN PERALATAN KANTOR

23

W

JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT

24

X

BIAYA PEMAKAMAN

25

Y

PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG

26

Z

MENINGKATKAN PEMERATAAN INFORMASI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA

27

AA

PENGKAJIAN KEBIJAKAN

28

AB

PENGKAJIAN DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI

29

AC

PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU

30

AD

RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI

31

AE

KEGIATAN MUSRENBANG

32

AF

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

33

AG

SOSIALISASI

34

AH

PEMBINAAN SISTEM DAN MANAJEMEN

35

AI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

36

AJ

PENYELENGGARAAN HUMAS, PROTOKOL DAN PEMBERITAAN

37

AK

PENYELENGGARAAN CERAMAH/DISKUSI/SEMINAR/SARASEHAN

38

AL

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI

39

AM

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

40

AN

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

41

AO

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

42

AP

PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES

43

AQ

PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK

44

AR

PERAWATAN RUMAH NEGARA

45

AS

PERAWATAN GEDUNG KESEHATAN /PENDIDIKAN

46

AT

PERAWATAN GEDUNG KHUSUS

47

AU

PERAWATAN DERMAGA

48

AV

PERAWATAN KENDARAAN KHUSUS

49

AW

PERAWATAN ALAT ANGKUTAN UDARA

50

AX

PERAWATAN ANGKUTAN AIR

51

AY

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA  4 / 6 / 10

52

AZ

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA  4 / 6 / 10 (POLRES)

53

BA

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA  4 / 6 / 10 (POLSEK)

54

BB

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

55

BC

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES)

56

BD

PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLSEK)

57

BE

PERAWATAN SARANA GEDUNG

58

BF

PERAWATAN HANGGAR PESAWAT

59

BG

PERAWATAN ALAT BERAT/ALAT BANTU

60

BH

PERBAIKAN PERALATAN KANTOR

61

BI

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL

62

BJ

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES)

63

BK

PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLSEK)

64

BL

PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN WEBSITE

65

BM

OPERASIONAL & PEMELIHARAAN JAR. SISTEM INFORMASI

66

BN

BIAYA GAS

67

BO

BIAYA LISTRIK

68

BP

BIAYA TELEPON

69

BQ

BIAYA AIR

70

BR

SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) SATELIT

71

BS

SEWA GEDUNG KANTOR / PERALATAN / KENDARAAN

72

BT

JASA KEAMANAN / KEBERSIHAN

73

BU

EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN

74

BV

SUPERVISI

75

BW

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

76

BX

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR (POLRES)

77

BY

PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR (POLSEK)

78

BZ

PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

79

CA

PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG

80

CB

PENGADAAN MEUBELAIR

81

CC

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB

82

CD

PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA

83

CE

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2

84

CF

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-4/ RODA-6 / RODA-10

85

CG

PENGADAAN ALAT BERAT/ALAT BANTU

86

CH

PENGADAAN TANAH

87

CI

PENGADAAN ALSUS POLRI

88

CJ

PENGADAAN KAPOR POLRI

89

CK

PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG OPERASIONAL

90

CL

PENGADAAN BMP

91

CM

PENGADAAN SATWA

92

CN

PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH

93

CO

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

94

CP

PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA

95

CQ

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

96

CR

PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS

97

CS

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG

98

CT

REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG

99

CU

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

100

CV

PENYELENGGARAAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAM/LUAR NEGERI

101

CW

MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN KEPOLISIAN

102

CX

PENYELENGGARAAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN

103

CY

PENYELENGGARAAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS

104

CZ

PENYELENGGARAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

105

DA

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU

106

DB

SIDANG DISIPLIN

107

DC

PENEGAKKAN HUKUM ANGGOTA / PNS POLRI ( SIDANG DISPLIN / KODE ETIK )

108

DD

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

109

DE

KEGIATAN PEMBINAAN PROVOS

110

DF

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

111

DG

SURVEY, PEMETAAN, MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENATAGUNAAN TANAH

112

DH

PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN

113

DI

PENELITIAN

114

DJ

STUDI KELAYAKAN

115

DK

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN STRUKTURAL

116

DL

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN TEKNIS

117

DM

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN FUNGSIONAL

118

DN

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN PRAJABATAN

119

DO

PENDIDIKAN DAN PENATARAN INSTRUKTUR

120

DP

PENDIDIKAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA

121

DQ

PENDIDIKAN
122

DR

RINTISAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN
123

DS

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DALAM NEGERI

124

DT

KEROHANIAN DAN KEAGAMAAN

125

DU

PENDAFTARAN DAN SELEKSI

126

DV

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN POLRI

127

DW

PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

128

DX

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER

129

DY

KEGIATAN PEMBINAAN

130

DZ

STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN BIDANG POLITIK

131

EA

STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN BIDANG EKONOMI

132

EB

STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

133

EC

STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN BIDANG KEAMANAN NEGARA

134

ED

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA

135

EE

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA (POLRES)

136

HV

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA (POLSEK)

137

EF

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING

138

EG

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLRES)

139

EH

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLSEK)

140

EI

PENERTIBAN, PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG

141

EJ

PENERTIBAN, PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (POLRES)

142

EK

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI

143

EL

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI  (POLRES)

144

EM

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI (POLSEK)

145

EN

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT

146

EO

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES)

147

EP

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK)

148

EQ

PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA/PEACE KEEPING OPERATION

149

ER

KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA TERKAIT

150

ES

PENGEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI

151

ET

PENJALINAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI LAIN

152

EU

MOU POLRI DENGAN INSTITUSI LAIN

153

EV

PENGEMBANGAN, PENINGKATAN PENGAKUAN SISTEM AKREDITASI, SERTIFIKASI STANDAR, PK TINGKAT BILATERAL, REGIONAL, INTER

154

EW

MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN LINMAS

155

EX

MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN LINMAS (POLRES)

156

EY

MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN LINMAS (POLSEK)

157

EZ

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA

158

FA

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA (POLRES)

159

FB

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA (POLSEK)

160

FC

PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INSTS, SWASTA, JASA PENGAMAN, TKH AGAMA & LSM

161

FD

PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INSTS, SWASTA, JASA PENGAMAN, TKH AGAMA & LSM (POLRES)

162

FE

PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA PEND, MASY, TKH MASY, INSTS, SWASTA, JASA PENGAMAN, TKH AGAMA & LSM (POLSEK)

163

FF

ASISTENSI KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS

164

FG

ASISTENSI KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS (POLRES)

165

FH

ASISTENSI KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS (POLSEK)

166

FI

ATENSI FORUM KEMITRAAN POLMAS

167

FJ

ATENSI FORUM KEMITRAAN POLMAS (POLRES)

168

FK

ATENSI FORUM KEMITRAAN POLMAS (POLSEK)

169

FL

PERTEMUAN KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT

170

FM

PERTEMUAN KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (POLRES)

171

FN

PERTEMUAN KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (POLSEK)

172

FO

PENGUATAN JARINGAN KERJA DAN KEMITRAAN

173

FP

PENGUATAN JARINGAN KERJA DAN KEMITRAAN (POLRES)

174

FQ

PENGUATAN JARINGAN KERJA DAN KEMITRAAN (POLSEK)

175

FR

DUKUNGAN OPERASIONAL KEPOLISIAN

176

FS

DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER

177

FT

DUKOPSNAL POLRES

178

FU

DUKOPSNAL POLSEK

179

FV

MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN

180

FW

DUKOPSNAL DAN KONTINJENSI

181

FX

OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA

182

FY

ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI

183

FZ

ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLRES)

184

GA

ULP NON ORGANIK / JAGA FUNGSI (POLSEK)

185

GB

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI (RM)

186

GC

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI POLRES (RM)

187

GD

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI POLSEK (RM)

188

GE

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI (PNBP)

189

IE

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI POLRES (PNBP)

190

GG

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI POLSEK (PNBP)

191

GH

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI LANTAS (PNBP)

192

GI

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI LANTAS POLRES (PNBP)

193

GJ

MENYELENGGARAKAN PENGATURAN, PENGAWALAN DAN PATROLI LANTAS POLSEK  (PNBP)

194

GK

PEMERIKSAAN KAPAL/PESAWAT

195

GL

PEMBINAAN LALU LINTAS

196

GM

PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI

197

GN

PEMBINAAN KEAMANAN

198

GO

PEMBINAAN FUNGSI-FUNGSI

199

GP

PEMBINAAN PENGAMANAN KEPOLISIAN

200

GQ

PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKAN SATWA

201

GR

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

202

GS

BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT

203

GT

SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN

204

GU

PENCEGAHAN TKI BERMASALAH

205

GV

PENGENDALIAN MASSA

206

GW

PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

207

GX

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS

208

GY

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DI POLRES

209

GZ

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS DI POLSEK

210

HA

PEMBERIAN BANTUAN DAN SAR

211

HB

PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN 

212

HC

PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN  (POLRES)

213

HD

PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN PERAWATAN TAHANAN  (POLSEK)

214

HE

PENYELENGGARAAN KEDOKTERAN FORENSIK

215

HF

PENYELENGGARAAN IDENTIFIKASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

216

HG

PENYELENGGARAAN LABORATORIUM FORENSIK

217

HH

PEMBINAAN OPERASIONAL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

218

HI

KERJASAMA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELIDIKAN

219

HJ

BANTUAN TEKNIK PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

220

HK

TINDAK PIDANA UMUM

221

HL

TINDAK PIDANA UMUM (POLRES)

222

HM

TINDAK PIDANA UMUM (POLSEK)

223

HN

TINDAK PIDANA NARKOBA

224

HO

TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS

225

HP

TINDAK PIDANA KORUPSI

226

HQ

TINDAK PIDANA TERTENTU

227

HR

TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK

228

HS

KOORDINASI DAN PENGAWASAN PPNS

229

HT

PENGAWASAN PENYIDIKAN

230

HU

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME

231

HY

BEKAL DAN MATERIAL PENANGGULANGAN KAMDAGRI

232

HZ

LATIHAN DAN PENYIAPAN PERSONEL PENANGGULANGAN KEAMANAN DALAM NEGERI

233

IA

BANTUAN HUKUM/SAKSI/PENTERJEMAH/BIAYA PENGACARA/PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

234

IB

PENYULUHAN HUKUM

235

IC

PENERAPAN HUKUM

236

ID

SAKSI AHLI DAN GELAR PERKARA

237

IF

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA (LANTAS)

238

IG

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA (POLRES/LANTAS) 

239

IH

PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA (POLSEK/LANTAS)

240

II

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING (LANTAS)

241

IJ

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLRES/LANTAS)

242

IK

PENDATAAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLSEK/LANTAS)

243

IL

PENERTIBAN, PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (LANTAS)

244

IM

PENERTIBAN, PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI, HANDAK DAN OBAT TERLARANG (POLRES/LANTAS)

245

IN

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI (LANTAS)

246

IO

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI  (POLRES/LANTAS)

247

IP

MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI (POLSEK/LANTAS)

248

IQ

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (LANTAS)

249

IR

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES/LANTAS)

250

IS

DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK/LANTAS)

251

IT

MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM (PUSAT)

252

IU

MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM (MAPOLDA)

253

IV

MENYELENGGARAKAN PENGAMANAN PEMILIHAN UMUM (POLRES)

254

IW

OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS

255

IX

OPERASI BINMAS

256

IY

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

257

IZ

QUICK WINS

258

JA

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR MAPOLDA

259

JB

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES

260

JC

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLSEK

261

JD

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLSUBSEKTOR

262

JE

PEMBANGUNAN PERBATASAN

263

JF

PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL

264

JG

PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS

265

JH

PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR

266

JI

PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA

267

JJ

PENDAFTARAN DAN SELEKSI PNS

268

JK

PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN

269

JL

PENDIDIKAN MINDSET DAN CULTURE SET

270

JM

PENDIDIKAN REVOLUSI MENTAL

271

JN

PENDIDIKAN FUNGSI POLRES

272

JO

SEKOLAH ALIH GOLONGAN (SAG)

273

JP

DIKLAT PIM

274

JQ

PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLRES

275

JR

PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLSEK

276

JS

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM

3. Jenis Belanja  

    Penerapan Bagan Akun Standar diatur untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pasal 22
a. Penghitungan alokasi belanja pegawai dilaksanakan berdasarkan data dengan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) yang telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar lebih realistis.

b. Pengalokasian akun belanja yang termasuk dalam belanja pegawai, meliputi gaji, tunjangan, uang lauk pauk TNI/Polri, uang makan PNS, uang duka wafat/tewas, honorarium dan uang lembur. 

Pasal 23
Penerapan Bagan Akun Standar Belanja Barang meliputi Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional) dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan Dinas.

4. Sumber Anggaran
           Sumber anggaran dalam penyusunan RKA-K/L berasal dari :
a.
Rupiah murni;

Pasal 27

(1)
Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang tidak berasal dari pinjaman dan/atau Hibah Luar dan/atau Dalam Negeri.

(2)
Sumber dana rupiah murni digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari rupiah murni APBN terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

b.
Hibah;

Pasal 28

(1) Hibah adalah Hibah dari lembaga/badan luar negeri/dalam negeri dalam bentuk uang, surat berharga, barang dan/atau jasa.

(2) Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lembaga lainnya dan perorangan.

(3) Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari negara asing, lembaga di bawah perserikatan bangsa-bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perorangan.

c.
Pinjaman Dalam Negeri;

Pasal 29

(1) Pinjaman Dalam Negeri adalah pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah, BUMN dan perusahaan daerah, diadakan dengan menggunakan mata uang rupiah.

(2) Pinjaman Dalam Negeri menurut bentuknya merupakan pinjaman kegiatan.

(3) Yang dimaksud pinjaman kegiatan sesuai ayat (2) adalah Pinjaman Dalam Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dengan menggunakan produk dalam negeri yang dilaksanakan oleh BUMNIS dan/atau industri swasta nasional.

d.
Pinjaman Luar Negeri;

Pasal 30
(1) Pinjaman Luar Negeri adalah pinjaman yang bersumber dari negara asing, kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing dan lembaga penjamin kredit ekspor.

(2) Persetujuan penerimaan Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Pemerintah setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi.

(3) Menurut Jenisnya Pinjaman Luar Negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan.

(4) Pinjaman Luar Negeri dipergunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang tidak mungkin untuk dibiayai oleh APBN.

e.
PNBP; dan

Pasal 31
(1) PNBP adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.

(2) Polri merupakan salah satu instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  Terutang.

(3) Polri wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara.

(4) Sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Seluruh PNBP dikelola dalam Sistem Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

(6) Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Polri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pencairan PNBP diatur sebagai berikut:
a.
untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker Mabes Polri, pencairan Dana PNBP dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA PNBP untuk belanja barang dan belanja modal;

b.
khusus untuk Satker Korlantas pada Mabes Polri, pencairan dana PNBP setiap bulan dilakukan dengan melampirkan berita acara rekonsiliasi penerimaan PNBP antara Polri dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan formula sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan.

f.
Badan Layanan Umum (BLU).
Pasal 32
(1) BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

(2) Pola Pengelolaan Keuangan yang digunakan pada Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

(3) Rumkit Bhayangkara BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Polri;

(4) Rumkit Bhayangkara BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada  Rencana Strategis Bisnis;

(5) Pagu anggaran Rumkit Bhayangkara BLU dalam RKA-K/L yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja.
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	1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L di lingkungan Polri adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Polri yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Polri dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
2. Prinsip-prinsip dalam penganggaran.

a. Transparan,  proses penyusunan  sistem  dan   manajemen perencanaan umum  dan anggaran secara jelas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;

b. Akuntabel, dalam  pelaksanaan  sistem  dan   manajemen  perencanaan umum dan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;

1)    efektivitas dan efisiensi Kerja, adalah dalam pelaksanaan sistem dan manajemen perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polri dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan  yang ditetapkan; dan
2)    profesional, dalam melaksanakan sistem dan manajemen perencanaan umum dan anggaran dilingkungan Polri sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
3. Pendekatan penyusunan anggaran yang digunakan dalam perencanaan program dan anggaran terdiri dari:

a.    Penganggaran terpadu;

b.    Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); dan

c.    Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
4.    Sumber anggaran dalam penyusunan RKA-K/L berasal dari :

a.
Rupiah murni;

b.
Hibah;

c.
Pinjaman Dalam Negeri;

d.
Pinjaman Luar Negeri;

e.
PNBP; dan

f.
Badan Layanan Umum (BLU).
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	1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penyusunan RKA standar !
2. Jelaskan dasar hukum !
3. Jelaskan prinsip-prinsip dalam penganggaran !
4. Jelaskan pendekatan penganggaran !
5. Jelaskan siklus penyusunan anggaran !
6. Jelaskan proses penyusunan anggaran !
7. Jelaskan struktur program !
8. Jelaskan struktur kegiatan !
9. Jelaskan komponen dan sub komponen !
10. Jelaskan jenis belanja dan sumber anggaran !
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